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Penelitian ini dilatar belakangi oleh upah yang diterima tidak sesuai 
dengan kesepakatan kerja. Biasanya buruh menerima upah setelah panen padi. 
namun kenyataannya ketika buruh telah menyelesaikan pekerjaannya, upah 
mereka tidak diberikan tepat pada waktunya tetapi menunggu beberapa hari 
setelah hasil panen padi dijual oleh pemilik lahan. Hal ini tidak sesuai dengan 
keadilan karna salah satu pihak ada yang dirugikan. 
 Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 
bagaimana upah buruh panen padi di Desa Roburan Lombang Kabupaten 
Mandailing Natal, dan bagaimana menurut Ekonomi Islam terhadap upah buruh 
panen padi Di Desa Roburan Lombang. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 
berlokasi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal. Metode 
pegumpulan data adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Populasi 
dalam penelitian ini berjumlah 10 orang pemilik lahan dan 32 orang buruh panen 
padi, seluruh populasi dijadikan sampel dengan menggunakan teknik total 
sampling. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis data dengan 
menggunakan metode deskriptif. 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang 
diterapkan di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal menggunakan 
sistem upah berdasarkan hasil apabila buruh mendapatkan 10 kaleng padi maka 
setiap buruh mendapatkan 1 kaleng padi dan pemilik lahan mendapatkan 9 kaleng 
padi. Sedangkan upah harian buruh panen padi tergantung dari pemberiah pemilik 
lahan. Dalam sistem pengupahan terjadi keterlambatan pembayaran upah yang 
tidak sesuai dengan ketepatan waktu pembayaran upah 
 ii 
Menurut  ekonomi Islam, upah buruh panen padi belum sesuai dengan 
prinsip syari’ah yaitu dalam konsep keadilan dan kelayakan sementara dalam 
konsep kebajikan sudah sesuai dengan ekobnomi Islam. 
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A. Latar Belakang 
Sumber daya manusia merupakan elemen paling strategis dalam 
organisasi, harus diakui dan diterima oleh manajemen. Peningkatan 
produktifitas kerja hanya mungkin dilakukan oleh manusia. Sebaliknya, 
sumber daya manusia pula yang dapat menjadi penyebab terjadinya 
pemborosan dan inefesiensi dalam berbagai bentuknya. Karna itu memberikan 
perhatian kepada unsur manusia merupakan salah satu tuntutan dalam 
keseluruhan upaya peningkatan produktivitas kerja.1 
Setiap perusahaan selalu berkeinginan agar tenaga kerja yang dimiliki 
mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi. Produktivitas tenaga kerja 
dipengaruhi oleh beberapa factor baik yang berhubungan dengan tenaga kerja 
itu sendiri maupun factor lain, seperti tingkat pendidikan, keterampilan, 
disiplin, sikap dan etika kerja, motivasi, tingkat penghasilan, jaminan sosial, 
lingkungan kerja, teknologi, sarana produksi, manajen dan prestasi.2 
Di dalam ilmu ekonomi istilah tenaga kerja di singkat dengan Human 
Resources. Didalam istilah human resourses itu terkumpullah semua atribut 
atau kemampuan manusia yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan 
dilakukannya proses produksi barang dan jasa. 
Masalah tenaga kerja (buruh) memang suatu masalah yang sangat 
kompleks dan sangat urgen yang mesti dapat perhatian khusus, karena maju 
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 Edi Sutrisno, Manajemen  Sumber Daya Manusia,(Jakarta: Kencana, 2011), hal. 99 
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mundurnya suatu bisnis (perusahaan) pada khususnya dan perekonomian pada 
umumnya tidak lepas dari peran para tenaga kerja (sumber tenaga kerja 
manusia.) 
Tenaga kerja muncul karna adanya hubungan antara pemberi kerja dan 
orang lain yang menawarkan tenaganya untuk dimanfaatkan dalam proses 
produksi barang dan jasa. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 
1 ayat 3 tentang ketenagakerjaan menerangkan bahwa, pekerja atau buruh 
adalah orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
Upah adalah hak pekerja atau buruh yang di terima dan dinyatakan 
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi 
pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah 
atau akan dilakukan. 
Dalam Islam upah atau imbalan dikenal dengan istilah ijarah. Namun 
istilah itu juga dapat diartikan sebagai sewa menyewa. Tetapi yang dimaksud 
ijarah disini bukan hanya pemanfaatan barang saja melainkan juga 
pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut upah mengupah. Upah juga 




Ijarah berasal dari kata ajru yang berarti iwadhu (pengganti) dan 
tsawab (pahala) dan disebut juga dengan ajru (upah). Dalam syara’ ijarah 
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Asri Wijayanti, Hukum  Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta ; Sinar Grafika, 




adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.
4
 Pada 
prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari pada 
yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga tercipta 
suatu keadilan diantara mereka. Dalam Al-Qur’an surah Al-Jatsiyah ayat 22, 
berbunyi: 
ََقَلَخَو  َللاَُو َِتاَواَم سلا ََضْرَْلْاَو  َقَحْلِاب  َىَزْجُِتلَو  َلُك ٍَسْف َن اَمِب َْتَبَسَك َْمُىَو ََل 
ََنوُمَلْظُي   
Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar 
dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan 
mereka tidak akan dirugikan”.5 (QS. Al-Jatsiyah: 22) 
Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja 
sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada 
pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsi 
mereka hal ini dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat diatas juga 
memperjelas bahwa upah setiap orang harus berdasarkan kerjanya dan 
sumbangsinya dalam kerjasama. Untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga 
tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.
6
 
Menurut fatwa Dewan Syari’ah Nassional (DSN), ijarah adalah akad 
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu 
tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan 
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Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jakarta: Pundi Askara, 2006), jilid 4, h. 2003 
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Jabal Raudhatul 
Jannah, 2010), h. 500 
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Afzalul Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 




kepemilikan barang itu sendiri.
7
 Sedangkan menurut Bank Indonesia, ijarah 
adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/jasa antara pemilik objek 




Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin 
setelahnya, yakni, penentuan upah bagi para pekerja sebelum mereka mulai 
menjalankan pekerjaannya. Rasulullah memberikan petunjuk bahwa dengan 
memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan 
dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan 
rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan 
kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.9 
Selain itu, Rasulullah juga mendorong para majikan untuk membayar 
upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya. Berdasarkan 
hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda: 
اُْوطْعُأَ:َم لَسَوَِوْيَلَعَُللهاَى لَصَِللهاَُلْوُسَرََلاَقَ:َلاَقَاَمُه ْ نَعَُللهاََيِضَرََرَمُعَِنْباَِنَع 
َ)وجامَنباَهاور(َُوُقَرَعََفِج يَْنَأََلْب َفَُهَرْجَأَُر ْ يِجَلا  
"Dan Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW. Telah 
bersabda: berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya 
kering”. (Riwayat Ibnu Majah).10 
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Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. 2, h. 150 
8
Bank Indonesia, Kondifikasi Produk Perbankan Syariah, h. 56 
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 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah, (Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada, 
2008), hal. 113. 




Hadis di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada 
orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai 
dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang 
bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat 




Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal merupakan 
desa tempat tinggal penulis yang terdiri dari 455 kepala keluarga dan 100% 
beragama Islam. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai 
penghasil petanian. Tetapi tidak semua penduduknya memiliki lahan pertanian 
melainkan hanya bekerja jika pemilik lahan mengundangnya untuk menanam 
maupun mamanen.  Pada saat padi telah menguning artinya tiba waktunya 
untuk dipanen maka jika pemilik sawah tidak mampu memanen sendiri maka 
petani sangat membutuhkan tenaga kerja untuk panen padi.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap buruh panen yang ada 
dilapangan, dimana mereka mengeluh terhadap upah yang diterima tidak sesuai 
dengan kesepakatan kerja. Berdasarkan kesepakatan kerja bahwa upah buruh 
panen padi diberikan setelah pekerjaan selesai namun kenyataannya ketika 
buruh telah menyelesaikan pekerjaannya, upah mereka tidak diberikan tepat 
pada waktunya tetapi menunggu beberapa hari setelah hasil panen padi dijual 
oleh pemilik lahan.
12
 Hal ini tidak sesuai dengan keadilan karna salah satu 
pihak ada yang dirugikan. 
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Idri, Hadis Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Ed. 1, h. 222  
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Dari latar belakang di atas penulis ingin mengadakan penelitian 
berupa karya ilmiah dengan judul: “ANALISIS UPAH BURUH PANEN 
PADI DI DESA ROBURAN LOMBANG KABUPATEN MANDAILING 
NATAL MENURUT EKONOMI ISLAM”. 
B. Batasan Masalah 
Agar penelitian lebih terarah, penelitian ini dibatasi hanya membahas 
mengenai “Analisis Upah Buruh Panen Padi di Desa Roburan Lombang 
Kabupaten Mandailing Natal Menurut Ekonomi Islam”. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis 
merumuskan masalahanya sebagai berikut: 
1. Bagaimana upah buruh  panen padi di desa Roburan Lombang Kabupaten 
Mandailing Natal? 
2. Bagaimana menurut ekonomi Islam terhadap upah buruh panen padi di desa 
Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui upah buruh panen padi di desa Roburan Lombang 
Kabupaten Mandailing Natal. 
2. Untuk mengetahui menurut ekonomi Islam terhadap upah buruh panen padi 




Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Penulis 
Menambah wawasan, pengetahuan, dan sebagai salah satu syarat 
untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada jurusan Ekonomi 
Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. 
2. Bagi Pengupah dan Buruh Panen Padi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan informasi 
dan pengetahuan bagi buruh panen padi di desa Roburan Lombang 
Kabupaten Mandailing Natal. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Sebagai sumbang pikiran dan informasi tentang perkembangan 
Ekonomi Islam, dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya, 
khususnya tentang analisis upah. 
E. Metode Penelitian 
1. Lokasi penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Desa 
Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal.   
2. Subjek dan Objek Penelitian 
a. Subjek adalah sesuatu yang diperbincangkan, didiskusikan, dikaji dan 
diteliti.
13
 Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah buruh tani 
panen padi di desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal.  
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b. Objek adalah layak atau tidak layak suatu masalah diteliti yang 
didasarkan pada kualitas masalah dan dapatnya masalah 
dikonseptualisasikan.
14
 Objek dalam penelitian ini adalah upah buruh 
panen padi di desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal 
Menurut Ekonomi Islam. 
3. Populasi dan Sampel 
Menurut Prof. Sugiyono dalam bukunya memahami penelitian 
kualitatif populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel 
adalah sebagian dari anggota populasi yang diambil dengan prosedur 
tertentu sehingga dapat mewakili populasi.
15
 
Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik lahan dan buruh panen 
padi sebanyak 42 orang yang terdiri dari 10 orang pemilik lahan dan 32 
orang buruh panen padi.  Adapun sampel yang diambil yaitu seluruh 
populasi dengan teknik total sampling.  
4. Sumber Data Penelitian 
a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 
(tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer  diperoleh untuk 
menjawab pertanyaan peneliti. Data primer dapat berupa opini subyek 
(orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu 
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Kedua, Cet. Ke-5, h. 55 
      
15






 Data primer penelitian ini dalah buruh panen padi di Desa 
Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal. 
b. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan 
dengan penelitian yang penulis lakukan. Data skunder dalam penelitian 
ini adalah data yang di dokumentasikan (buku, gambar). 
5. Metode Pengumpulan Data 
Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk 
menunjang penelitian ini: 
a. Observasi 
Yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun 
kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, 




Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 
jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari 





Angket yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan 
kepada setiap responden guna mendapatkan informasi tentang 
permasalah yang diteliti. 
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c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam 
bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.
19
 
6. Metode Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif berupa paparan secara deskriptif setelah mengumpulkan data 
lapangan baik melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. 
7. Metode Penulisan 
Teknik penulisan yang penulis gunakan adalah: 
a. Deduktif, penulisan mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-
pendapat yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan. 
b. Deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh, 
selanjutnya data-data tersebut dianalisa. 
 
F. Sitematika Penulisan 
Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan, maka penulisan 
penelitian ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Terdiri dari: .latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian dan manfat penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  
Terdiri dari: sejarah desa, keadaan geografis dan keadaan 
demografis desa, keadaan sosial desa, dan kondisi ekonomi, 
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struktur organisasi Desa Roburan Lombang Kabupaten 
Mandailing Natal. 
BAB III   : TINJAUAN TEORITIS 
Terdiri dari: pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan 
syarat ijarah, sistem pembayaran upah. penutupan upah kerja, 
pembayaran upah dan sewa, upah dalam pekerjaan ibadah, 
pembatalan dan berakhirnya ijarah, Upah menurut Islam. 
BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
Pada bab ini merupakan pembahasan yang berisikan tentang  
upah buruh panen padi di desa Roburan Lombang Kabupaten 
Mandailing Natal, dan tinjauan menurut ekonomi Islam terhadap 
upah buruh panen padi di desa Roburan Lombang Kabupaten 
Mandailing Natal. 
BAB  V : PENUTUP 






GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Desa Roburan Lombang 
Kampung/desa Roburan Lombang adalah salah satu desa di 
Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal yang menurut 
sejarah desa ini barasal dari kampung yang bernama Huta Bolak. Huta artinya 
kampung/desa, sedangkan Bolak artinya luas, jadi Huta Bolak artinya desa 
yang luas, Huta bolak dalam perkembangnnya disebut juga Huta Bolak 
Namartua dan kemudian menjadi Desa Roburan Lombang. 
Huta Bolak Namartua yang selanjutnya disebut Desa Roburan 
Lombang ini didirikan oleh Mangaraja Mandailing anak dari Sutan Kumala 
Sang Hyang di Pertuaan Agung Nadohuk-dohuk di baba pintu langit, ini 
merupakan keturunan dari Raja Sibaroar gelar Sutan Diaru Nasaktion, pendiri 
kerajaan Mandailing dengan falsafah Dalihan Natolunya.  
Desa Roburan Lombang dan dilanjutkan oleh anak dari Mangaraja 
Mandailing yang bernama Sutan Kumala Bulan Namartua. Sutan Kumala 
Bulan Namartua terus mengembangkan desa ini dan dilanjutkan oleh anaknya 
Patuan Batara Guru dan keturunannya.Desa Roburan Lombang sudah 
berkembang dan melahirkan beberapa desa di Mandailing Natal antara lain: 
Desa Lumban Dolok, Aek Ngali, Sabajior Julu, Sabajior Jae, Bangkelang, 
Muara Soma, Ujung Padang (sekarang berganti nama menjadi Parbangunan). 
Itulah bukti bahwa Desa Roburan Lombang termasuk desa tertua di Kabupaten 




pengikutnya ini sudah ada dari 500 tahun yang lalu. Jadi sebelum menaklukkan 
Malaka tahun 1511 Masehi. Masyarakat Desa Roburan Cornelius De Houtman, 
orang Belanda yang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596 Masehi 
di Pelabuhan Banten, desa ini sudah ada ataupu lama sebelum Alfonso 
D’albuquerque orang Portugis menaklukkan Malaka tahun 1511, masyarakat 
Desa Roburan Lombang berperadaban yang tinggi. 
Tabel 2.1 
Nama-Nama Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa 
 Roburan Lombang 
No Priode Nama Kepala Desa Keterangan 
1 1962-1967 MANSYUR - 
2 1970-1973 DAYAN - 
3 1973-1981 LOKOT Kades 
4 1981-1983 EFENDI Kades 
5 1983-1993 AHMAD PANGUDUT Kades 
6 1993-2002 M. SYARIF HUSEIN Kades 
7 2003-2008 SAHRUL NASUTION Kades 
8 2009-2014 RAHMAD S.Pdi Kades 
9 2014-2016 AHMAD S,Sos Plt.Kades 
10 2017-2022 MUHAMMAD IDIRIS Kades 
    Sumber data primer Kantor Kepala Desa Roburan Lombang 2019 
 
B. Kondisi Geografi dan Demografi Desa 
1. Letak  Desa Roburan Lombang 
Letak Desa Roburan Lombang Kecamatan Panyabungan Selatan, 
Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut: 
Sebelah Utara : Desa Parbangunan, Saba Jior. 
Sebelah Selatan : Desa Roburan Dolok. 
Sebelah Barat : Desa Roburan Dolok, Lumban Dolok 




Desa Roburan Lombang juga berada di hulu sungai Aek Roburan. 
Posisi ini menjadikan desa ini sangat strategis dalam menjaga daerah aliran 
sungai (DAS) Aek Roburan. Selain itu desa Roburan Lombang 
berdampingan dengan rimba larangan yang dibuat pada masa kerajaan. jarak 
dari pusat pemerintahan 2 km, dan jarak dari ibu kota Kabupaten 16 km, 
sedangkan jarak dari ibu kota provinsi ±500 km. 
2. Topografi dan Jenis Tanah 
Desa Roburan Lombang terletak pada ketinggian 700 meter diatas 
permukaan air laut. Topografi tanah berupa lereng dan punggung bukit. 






C serta curah hujan cukup tinggi 
mencapai 3000-3500 mm/tahun dan termasuk beriklim tropis. 
4. Luas Wilayah 
Luas wialayah Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal 
adalah 25.375 Ha yang terdiri dari: 
Tabel 2.2 
Luas Wilayah 
No Penggunaan Lahan Jumlah Ha 
1 Persawahan/tegalan/perladangan 162 Ha 
2 Pemukiman 40 Ha 
3 Perkebunan/Hutan Rakyat 6500 m
2 
4 Perikanan 10 tambak 
5 Hutan Milik Negara 42,58 
6 Pendidikan 3 unit 
7 Perkantoran 1 unit 
8 Lapangan 1unit 
9 Pemakaman 2 unit 
10 Tempat Peribadatan 1 unit 
11 Hutan Rimba 100 Ha 




C. Keadaan Sosial 
1. Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk berjumlah 2.194 jiwa dengan kepala keluarga 
terdiri dari 455 KK, sedangkan laki-laki berjumlah 988 orang, dan 
perempuan berjumlah 1206 orang. 
2. Kepadatan Penduduk 
Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk 
terhadap luas lahan atau luas daerah. Kepadatan penduduk dinyatakan 
dengan satuan jiwa/Km sebagai catatan, 1 Km
2
 = 100 Ha atau 1 Ha = 1/100 
km. Luas desa Roburan Lombang adalah 23.375 Ha. 
Tabel 2.3 
Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 
 
No Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 0-15 275 338 613 
2 16-55 691 829 1.520 
3 >55 22 39 61 
Jumlah 988 1206 2.194 
    Sumber Data Primer Kantor Kepala Desa Roburan Lombang 2019 
Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata 
penduduk golongan umur 16-55 adalah yang terbesar yakni 1520 jiwa, 
sedangkan yang kecil adalah penduduk golongan umur >55 yakni sebesar 
61 jiwa. 
3. Komposisi Penduduk Menurut Agama 
Berdasarkan data komposisi penduduk menurut agama, seluruh 
masyarakat Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal 100% 




4. Komposisi Penduduk Menurut Suku 
Berdasarkan data komposisi penduduk menurut suku, seluruh 
masyarakat Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal adalah 
100% suku Mandailinng. 
5. Komposisi Penduduk Tingkat Pendidikan 
Pada umunya pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besa 
penduduk desa ini adalah SD, SLTP, SLTA, dan sebagian yang mengenyam 
perguruan tinggi dengan tabel sebagai berikut: 
Tabel 2.4 
Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
No Lulusan Pendidikan Jumlah 
1 Sekolah Dasar 353 
2 SMP/SLTP 400 
3 SMA/SLTA 300 
4 Akademi/D1-D3-S1 100 
Jumlah 1.153 
 Sumber Data Primer Kantor Kepala Desa Roburan Lombang 2019  
Berdasarkan data lulusan pendidikan, jumlah lulusan terbesar adalah 
lulusan pendidikan SLTP sebesar 400 jiwa, dan yang terkecil adalah 
Akademi/D1-D3-S1, sebesar 100 jiwa. 
6. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian 
Sedangkan komposisi penduduk desa Roburan Lombang menurut 
mata pencaharian sebagai berikut: 
Tabel 2.5 
Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
No Mata Pencaharian Jumlah 
1 PNS 25 
2 Pedagang 20 
3 Petani 350 
4 Pertukangan 15 
5 Buruh Tani 65 
6 Peternak 20 
7 Lain-lain 222 




Berdasarkan data lulusan pendidikan, jumlah mata pencaharian 
terbesar adalah petani sebesar 350 jiwa, dan yang terkecil adalah 
pertukangan 15 jiwa. Untuk kondisi perumahan penduduk sekitar, 
sebahagian jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa non permanent 
dan sebahagian lainnya sudah permanen. Keadaan ini menunjukkan 
kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata. 
Kehidupan masyarakat Desa Roburan Lombang Kabupaten 
Mandailing Natal sangat kental dengan tradisi-tradisi peningggalan leluhur. 
Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia 
(lahir, dewasa/berumah tangga, meninggal), seperti kelahiran, khitanan, 
perkawinan, dan upacara-upacara yang behubungan dengan kematian, 
hampir dilakukan oleh warga. 
Kegotong royongan masyarakat juga masih kuat, kebiasaan 
menjenguk orang sakit (keluarga atau sanak family) masih dilakukan oleh 
masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit bukan makanan yang 
dibawa tetapi mereka menyalamkan uang ketika hendak pulang untuk 
meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu tetangga yang 
mengadakan hajatan masih juga dilakukan. Semua itu menggambarkan 
bahwa hubungan ketetanggaan di desa ini masih sangat kuat. 
 
D. Kondisi Ekonomi 
Kondisi ekonomi masyarakat Desa Roburan Lombang secara kasat 
mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tanngga yang berkategori 




pencahariannya disektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar 
disektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani, petani sawah 
tadah hujan, perkebunan karet, dan palawijaya dan sebagian kecil disektor 
formal seperti Honorer, PNS dan lain-lain. 
 
E. Struktur Pemerintahan Desa 
Wilayah di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal 
tidak dibagi kedalam beberapa dusun. Desa Roburan Lombang hanya Desa 
yang dipimpin oleh Kepala Desa. 
Gambar I.1 
Struktur Perangkat Desa Roburan Lombang  


































Struktur Badan Perwakilan Desa Roburan Lombang  
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A. Pengertian Upah  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefenisikan 
sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah 
dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
20
 
Menurut Mulyadi, gaji dan upah pada umumnya merupakan 
pembayaran jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang, 
jabatan manajer, dan dibayarkan secara perceraian bulan, sedangkan upah 
merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan 
pelaksana (buruh) umumnya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau 
jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.
21
 
Menurut Sugiyurso dan F. Winarni menjelaskan bahwa gaji 
merupakan sejumlah pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas 
administrasi dan manajemen yang biasanya ditetapkan secara bulanan 
sedangkan upah merupakan imbalan yang diberikan kepada buruh yang 
melakukan pekerjaan kasar dan banyak mengandalkan kekuatan fisik, jumlah 
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Sifat gaji pada umumnya menurut Hartadi adalah : 
a. Berlaku secara nasional,  
b. Dikeluarkan oleh pemerintah pusat, 
c. Biasanya ditinjau 5 tahun sekali, 
d. Ada sistem kenaikan dengan jumlah perincian dari pusat pemerintahan, 
e. Dasar pemberian adalah golongan/ tingkat pekerjaan, dan 
f. Diikuti dengan sistem tunjangan.
23
 
Selanjutnya pengupahan dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 30 Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah: 
“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, mengatur dengan tegas dan jelas mengenai pengupahan yang 
diatur pada Bagian Kedua “Pengupahan” tepatnya dimulai dari Pasal 88 sampai 
dengan Pasal 98. Untuk lebih memberikan penjelasan mengenai pengupahan 
dikutip secara keseluruhan terhadap Pasal-Pasal dimaksud sebagai berikut: 
1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
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2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah 
menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 
3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) meliputi: 
a. Upah minimum; 
b. Upah kerja lembur; 
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 
d.Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 
pekerjaannya; 
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 
f. Bentuk dan cara pembayaran upah; 
g. denda dan potongan upah; 
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan 
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan 
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 
Masih dalam Pasal 88 pada ayat (4) ditentukan bahwa “Pemerintah 
menetapkan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) 
berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas 




Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2), dibagi menjadi dua yaitu (a). Berdasarkan 
wilayah Propinsi atau kabupaten/kota, (b). Berdasarkan sektor pada wilayah 
Propinsi atau kabupaten/kota yang diarahkan kepada pencapaian kebutuhan 
hidup layak.  
Sedangkan untuk penetapan Upah Minimum dilakukan oleh Gubernur 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (3) “Upah Minimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan 
rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau Bupati/Walikota.” 
Ayat (4) “Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup 
layak diatur dengan Keputusan Menteri.”  
Pasal 92 ayat (1) : “Pengusaha menyusun struktur dan skala upah 
dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja pendidikan dan 
kompetensi.” Ayat (2): “Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala 
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas”. Ayat (3) : 
“Ketentuan mengenai struktur dan skala upah diatur dengan Keputusan 
Menteri”.  
Definisi di atas pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu 
timbal balik dari pengusaha kepada karyawan (penulis dalam hal ini 
menyebutnya sebagai kaum buruh). Sehingga dari keempat pengertian tersebut 
dapat disimpulkan menjadi hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai 
bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang kesemuanya didasarkan atas 
perjanjian, kesepakatan atau undang-undang, yang ruanglingkupnya mencakup 




Pengertian lain juga dapat kita lihat pada pernyataan Dewan 
Perupahan Nasional yang juga mendefinisikan upah suatu penerimaan sebagai 
imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa 
yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup 
yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam 
bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan 
peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan 
penerima kerja. 
Perbedaan yang ada adalah point kelayakan yang lebih ditekankan 
sebagai aspek pencipta interaksi kerja yang harmonis. Bila kita melihat teori 
upah menurut konsep barat yang ungkapkan oleh Hendry Tanjung. Maka akan 
diketahui bahwa konsep barat lebih terkait dengan pemberian imbalan kepada 
pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di 
perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau 
bahkan harian . Berbeda halnya dengan gaji yang menurut pengertian barat 
terkait dengan imbalan uang (finansial) yang diterima oleh karyawan atau 
pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali.  
Pemillik tenaga kerja dalam hal ini adalah pekerja atau karyawan. 
Sedangkan pengguna tenaga kerja adalah pengusaha. tentang tenaga kerja, 
Suryadi menjelskan definisi pemilik tenaga kerja, pengguna tenaga kerja, gaji 
diperuntukkan bagi mereka yang menerima tiap bulan. Sedangkan upah 




Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPasal 
99 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa buruh atau pekerja memiliki hak jaminan 
sosial sebagai berikut; 
1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh 
jaminansosial tenaga kerja. 
2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
KetenagakerjaanPasal 100 ayat 1, 2 dan 3 menjelaskan bahwa; 6Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, 
pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. 
2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran 
kemampuan perusahaan. 
3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan 
kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaiman 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh 
minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subjek hukum yang  
melakukan hubungan kerja adalah pengusaha/pemberi kerja dengan 




upah, dan perintah menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang- Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
24
 
 Upah mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian perjanjian 
lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual.Perjanjian ini 
mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah 
berlangsung, maka pihak yang sudah terikat berkewajiban memenuhi suatu 
perjanjian yang telah dibuat tersebut.
25
 
Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga tetapi sewaktu 
perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. 
 Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjian. Tetapi kalau ada perjanjian, 
harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.
26
 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan definisi upah secara umum 
yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 
imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan 
atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian kerja, kesepakatan-
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya meliputi 
upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup 
dan kelayakan bagi kemanusiaan. 
 
B. Pengertian Ijarah 
Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru, yang artinya menurut bahasa ialah 
al-iwadh, artinya dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah. Menurut MA. 
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Tihami, Al-Ijarah, (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan 
dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu 
itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) 
tertentu. 
Menurut Rachmat Safi’I ijarah secara bahasa adalah: ب عي
لاتعفنم (menjual manfaat). Sewa-menyewa kepada hak seorang petani yang 
mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang 
ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut 
memberikan hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang 
dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat-
syarat sewa menyewa. 
Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan 
ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:
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1. Menurut Hanafiyah, ijarah adalah: 
َدْقُع ِْيُفي ُدََِنْيَعْلاََنِمَةَدْوُصْقَمَةَمَوُلْعَمَةَعَف ْ نَمَُكْيِلْمَتَأتْسُمْلاَضْوَعِبَِةَرِج  
“Akan untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja 
dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”. 
2. Menurut Malikiyah, ijarah adalah: 
َُةَيِمْسَتتَلْوُق ْ نِمْلاَِضْع َبَوَ  ىِمَدَلاَةَعَف ْ نَمَىِلَعَِدُقاَع  تْلا  
“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan 
untuk sebagian yang dapat dipindahkan”. 
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3. Menurut Asy-Syafi’iyah, ijarah adalah: 
َْوُلْعَمَةَدْوُصْعَمَةَعَف ْ نَمَىِلَعٌَدْقَعٍَمْوٌلْعَمَضَوِعِبَِةَحَابلاَوَِلْذَبِْللٌَةَِلباَقٌَةَحاَبُمَةَم  
“Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan 
mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti 
tertentu”. 
4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan 
ijarah adakah: 
طْوُرُشِبَضَوِعِبَةَعَفنَمَُكْيِلْمَت 
“pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”. 
5. Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil 
manfaat dengan jalan penggantian. 
6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, ijarah adalah: 
َضَوِعِبَاَهُكْيِلْمَتَْىَأَةَدْوُدْحَمَِة  دُمِبَءيْي شلاَِةَعَف ْ نَمَىَلَعََِةلَداَبُمْلاٌَةَعْوُضْوَمٌَدْقَع
َِعِفاَنَمْلاَُغْي َبََيِهَف 
“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu 
pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”. 
7. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain 
dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
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Ijarah  adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu 
tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah adalah transaksi sewa-
menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam 
waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Dr. 






Muhammad Syafi’i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas 
barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. 
Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa 
barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.Ijarah dapat juga 
diartikan dengan lease contract dan juga hire contract. Karena itu, ijarah 
dalam konteks perbankan syariah adalah suatu lease contract. Lease contract 
adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment), baik 
dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, 
pesawat terbang, dan lain-lain.kepada salah satu nasabahnya berdasarkan 
pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.
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Berdasarkan defenisi-defenisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa 
ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjamahkan 
dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa( ُِعفَانَمْلا ُعَْبي) adalah: menjual 





C. Dasar Hukum Ijarah 
Dasar-dasar hukum ijarah atau rujukan adalah Al-Qur’an, Al-Sunnah, 
dan Al-ijma’. 
Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur’an adalah: 
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َ نُىْو ُتاَئ َفَْمُكَلَِنْعَضْرَأَْنِإَفَّنَُىرْوُجُأ  
“Jika mereka menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” 
(Al-Talaq: 6). 
نيِمَْلْاَيِوَقْلاََتْرَجْأَتْساَِنَمََر ْ يَخَ نِإ  ۖ َُهْرِجْأَتْساَِتََبأََايَاَمُىاَدْحِإَْتَلاَق 
Salah seorang dari wanita itu berkata: “Wahai bapakku, ambillah dia 
sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan 
pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya (Al-Qashash: 
26). 
Dasar hukum ijarah dari Al-Hadis adalah: 
َلْاَاُوطُعُأَُوُقُرُعََفِج يَْنَأََلْب َفَُهَرْجَأََر ْ يِج  
“Berikanlah olehmu upah orang  sewaan sebelum keringatnya 
kering” (Riwayat Bukhari dan Muslim). 
ََكِلذَمَصَِللهاَِلْوُسَرَىَه َن َفَِْعر زلاََنِمَىِفاَو سلاَىَلَعاَمِبََضْرَْلْاَىِرْكُنا نُك 
ََرَمَاَو)دوادوباوَدمحاَهاور(ٍَقَرَوْوَاٍَبَىَذَِبَان  
“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman 
yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami dengan cara itu dan 
memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau 
perak” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud). 
Landasan ijma’nya ialah semua ummat bersepakat tidak ada seorang 
ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma‟) ini, sekalipun ada beberapa 
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D. Macam-Macam Ijarah 
Akad ijarah dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi 
menjadi 2 (dua) macam yaitu: 
1. Ijarah yang bersifat manfaat, pada ijarah ini benda atau barang yang 
disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah 
pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun 
pertokoan dan sebagainya. 
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan, pada ijarah ini seseorang memperkerjakan 
untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis 
pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, 
tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik dan sebagainya. Ijarah yang seperti 
ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur’an, 
pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang 
atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang 




E. Rukun dan Syarat Ijarah 
Rukun dan syarat ijarah adalah sebagai berikut: 
1. Mu‟jir dan musta‟jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau 
upah-mengupah. Mu‟jir adalah yang memberikan upah dan menyewakan, 
Musta‟jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan 
yang menyewa sesuatu, diisyaratkan pada mu‟jir dan musta‟jir adalah 
                                                             
32
Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT RajaGrafindo, 2017), 








Allah SWT berfirman: 
َْنَعًََةراَجِتََنوُكَتَْنَأَ  لِإَِلِطاَبْلِابَْمُكَن ْ ي َبَْمُكَلاَوْمَأَاوُلُكَْأتََلَاوُنَمآََنيِذ لاَاَه  َيأََاي
َْمُكْنِمٍَضاَر َت  ۚ  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara 
suka sama suka”.(An-Nisa: 29). 
Bagi orang yang berakad ijarah juga diisyaratkan mengetahui manfaat 
barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah 
terjadinya perselisihan. 
2. Sighat ijab Kabul antara mu‟jirdan musta‟jir, ijab Kabul sewa-menyewa dan 
upah-mengupah, ijab Kabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil 
ini kepadamu setiap hari Rp5.000,00”, maka musta‟jir menjawab “Aku 
terima mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab Kabul upah 
mengupah misalnya: seseorang berkata: “Kuserahkan kebun ini kepadamu 
untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp5.000,00 kemudian musta‟jir 
menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau 
ucapkan”. 
3. Ujrah, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam 
sewa-menyewa maupun upah-mengupah. 
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4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-




a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyeawa dan upah-
mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. 
b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-
mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut 
kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa). 
c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) 
menurut Syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan). 
d. Benda yang disewakan diisyaratkan kekal „ain (zat)-nya hingga waktu 
yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
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Syarat sah atau tidaknya transaksi ijarah tersebut adalah adanya jasa 
yang dikontrak haruslah jasa yang mubah.Tidak diperbolehkan mengontak 
seorang ajir untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait 
dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. ketentuan kerja, ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak 
untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, 
harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis 
pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah 
yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak) dan waktunya harus 
ditentukan, misalnya harian, bulanan atau tahunan. Selain itu, upah kerjanya 








harus juga ditetapkan. Dari Ibnu Mas’ud bersabda: “apabila salah seorang 
diantara kalian, mengontrak (tenaga) seorang ajir (pekerja), maka 
hendaknya diberi tahu tentang upahnya”. 
2. Bentuk kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga 
halal. Di dalam ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan 
yang harus dilakukan seorang ajir. 
3. Waktu kerja, dalam transaksi ijarah harus disebutkan jangka waktu 
pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau 
selesaianya perjanjian tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu 
bekerja bagi ajir. 
4. Gaji kerja, disyaratkan juga honor transaksi ijarah tersebut jelas, dengan 
bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi 
transaksi ijarah boleh tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas. 
Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Said “bahwa Nabi 
SAW melarang mengontrak seorang ajir hingga upahnya menjadi jelas bagi 
ajir tersebut”. 
Upah dapat digolongkan sebagai berikut: 
a. Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma), yaitu upah yang telah 
disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus 
disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. 
b. Upah yang sepadan (ajrul mistli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya 









F. Sistem Pembayaran Upah 
Metode pembayaran upah atau dikenal juga sebagai sitem pembayaran 
upah adalah: 
1. Sistem Upah Menurut Waktu 
Dalam beberapa tipe pekerjaan, kadang-kadang lebih mudah 
menetapkan upah berdasarkan tanggung jawab yang dipikulkan kepada 
karyawan dibandingkan dengan produktivitas yang dihasilkannya.Kadang-
kadang ada pekerjaan yang sukar diukur prestasinya. Apabila kualitas 
pekerjaan lebih pentingkan dibandingkan dengan kualitas dan karyawan 
terus-menerus terlibat dalam proses pekerjaan maka sistem upah waktu 
lebih tepat digunakan. 
Pembayaran upah dapat dilakukan dimuka atau dibelakang (bekerja 
dulu baru upah kemudian).Administrasi upah sangat sederhana tidak banyak 
perhitungan. Bagi perusahaan industri sistem ini sangat menyulitkan dalam 
kalkulasi harga pokok sebab akan timbul kesulitan dalam menghitung biaya 
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2. Upah Sistem Hasil (Output) 
Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas ketentuan unit yang 
dihasilkan pekerja, seperti perpotong, meter, dan kilogram.Besarnya upah 
yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan 
bukan kepada lamanya waktu mengerjakan.
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3. Sistem Upah Prestasi, Potongan 
Sistem ini didasarkan atas prestasi dari pekerja, atau perunit produk yang 
diselesaikannya. Sistem ini mempunyai kebaikan 
a. Adanya dorongan bekerja lebih giat. 
b. Buruh yang rajin menerima upah lebih tinggi. 
c. Perhitungan harga pokok akan lebih baik. 
Sebaliknya ada kelemahan-kelemahan sebagai berikut: 
a. Bila buruh tidak memberikan prestasi berarti upahnya tidak ada, ini 
membahayakan kehidupan keluarganya. 
b. Buruh mungkin bekerja kurang cermat untuk mengejar prestasi 
sebanyak-banyaknya. Akibatnya peralatan produksi cepat rusak, terjadi 
penghamburan bahan, karena bekerja kurang hati-hati. 
4. Sistem Upah Premi 
Premi adalah hadiah atau bonus yang diberikan kepada karyawan karena 
berkat pekerjaan yang ia lakukan telah memberikan keuntungan kepada 
karyawan. 
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Sistem upah premi ini mempunyai keuntungan sebagai berikut: 
a. Bagi manajemen 
a) Biaya dapat ditekan sebagai hasil pertambahan produktivitas. 
b) Memperbaiki perimbangan biaya dan produksi, dan perhitungan biaya 
makin konsisten. 
c) Meningkatkan daya guna fasilitas yang ada. 
d) Meningkatkan moral pekerja, karena upah yang ia terima sebanding 
dengan tenaga yang ia keluarkan. 
b. Bagi Karyawan 
a) Ada kesempatan untuk memperoleh upah yang lebih tinggi. 
b) Dia merasa mendapat pengakuan atau penghargaan dari perusahaan. 
c) Ada persaingan sehat diantara para pekerja, sehingga timbul semangat 
kerja tinggi. 
d) Memberi kesempatan untuk meningkatkan standar hidup dengan 
inisiatif sendiri. 
5. Sistem Upah Borongan 
Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan 
besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. 
Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, 




Sitem borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah 
potongan.Sistem ini menetapkan pekerjaan tertenu yang harus diselesaikan 
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dalam jangka waktu tertentu.Jika selesai tepat pada waktunya ditetapkan 
upah sekian rupiah. 
6. Sistem Upah Pemufakatan 
Sistem upah pemufakatan ini maksudnya adalah suatu sistem 
pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada kelompok 
tertentu, yang selanjutnya nanti ke kelompok ini akan membagi-bagikan 
kepada para anggotanya. 
7. Sistem Skala Upah Berubah 
Dalam sistem ini jumlah upah yang diberikan berkaiatan dengan harga 
penjualan hasil produksi dipasaran. Jika harga naik maka jumlah upah pun 
akan naik, sebaliknya jika harga turun upahpun akan turun. Itulah sebabnya 
disebut skala upah berubah. 
8. Sistem Upah Indeks 
Sistem upah ini didasarkan atas indeks kebutuhan biaya hidup, dengan 
sistem ini upah akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya 
penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah. 
9. Sistem Pembagian Keuntungan 
Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila 




G. Penutupan Upah Kerja 
Masalah yang sering muncul dewasa ini dalam dunia ketenagakerjaan 
adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak 
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untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan 
sosial, dan hak atas upah yang layak (ingat kasus pembunuhan terhadap tenaga 
kerja wanita yang bernama Marsinah). 
Persoalan itu timbul berkaitan dengan sikap para pengusaha (pemberi 




Menyangkut penentuan upah kerja, Syariat Islam tidak memberikan ketentuan 
yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Qur’an maupun Sunnah 
Rasul. Secara umum, ketentuan Al-Qur’an yang ada kaitan dengan penentuan 
upah kerja adalah: 
ََْأيََو للاَ نِإَِرَكْنُمْلاَوَِءاَشْحَفْلاَِنَعَ  ىَه ْ ن َيَوَ  ىَبْرُقْلاَيِذَِءاَتِيإَوَِناَسْح ِْلْاَوَِلْدَعْلِابَُرُم
َِيْغ َبْلاَو  َََۚنوُر َكذَتَْمُك لَعَلَْمُكُظَِعي  
“Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan 
dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, 
kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkanmu supaya 
mengambil pelajaran”.(QS. An-Nahl (16): 90). 
Apabila ayat itu dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dapat 
dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan 
(majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para 
pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat itu, dapat diartikan “tenaga kerja” , 
sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan 
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Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan 
usaha majikan maka berkewajiban majikan untuk menyejahterakan para 
pekerjanya, termasuk dalam hal memberikan upah yang layak. 
Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi 
kerja dilarang Allah berbuat keji (sepeti memaksa pekerja berbuat cabul) dan 
melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat doa orang 
yang tertindas sangat diperhatikan oleh Allah. 
Disamping itu, Rasulullah juga memberikan ancaman. Beliau 
mengemukakan bahwa ada tiga orang yang akan digugatnya di hari akhir 
kelak. Salah satu diantaranya adalah majikan yang tidak memberikan hak 
pekerja sebagaimana layaknya, padahal pekerja telah memenuhi kewajibannya 
sebagaimana mestinya. 
Untuk menentukan upah kerja, setidaknya dapat dipedomi Sunnah 
Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (dalam Ahmad Ashar 
Basyir, 1993: 194),  
“Bahwa ajir khas pembantu rumah tangga, yang berada dibawah 
kekuasaan kepala rumah tangga hendaklah diberi makan seperti yang 
makan oleh keluarga rumah tangga, diberi pakaian seperti pakaian 
yang dipakai keluarga rumah tangganya, jangan diberi pekerjaan di 
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Dalam ketentuan hadis tersebut tidak dikemukakan mengenai tempat 
tinggalnya.Hal itu tentunya dimaklumi, sebab pembantu rumah tangga selalu 
bertempat tinggal dirumah keluarga tempat bekerjanya. 
Kalau ketentuan hadis tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja pada 
umumnya, bahwa tingkat upah yang harus diberikan si majikan kepada si 
pekerja, haruslah dapat memenuhi: 
1. Kebutuhan pangan si pekerja 
2. Kebutuhan sandang 
3. Kebutuhan tempat tinggalnya 
Apabila pekerja tersebut kepala keluarga, tentunya masuk kebutuhan 
anggota keluarganya.Dari uraian yang dikemukakan di atas, dapatlah 
disimpulkan bahwa upah kerja yang diberikan oleh pemberi pekerja minimal 





H. Pembayaran Upah dan Sewa 
Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 
adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika 
akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan 
tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan 
upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimaanya. Menurut 
Imam Syafi’I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, 






jika mu‟jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta‟jir, ia berhak 
menerima bayarannya karena penyewa (musta‟jir) sudah menerima kegunaan. 
Hak menerima upah bagi musta’jir adalah sebagai berikut: 
1. Ketika pekerjaan selesai diselesaikan 
2. Jika menyewa barang, uang sewa dibayar ketika akad sewa, kecuali jika 





I. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah 
Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti salat, puasa, haji, dan 
membaca Al-Qur’an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena 
berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.  
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat 
seperti menyewa orang lain untuk salat, puasa, haji, atau membaca Al-Qur’an 
yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, sepeti arwah ibu bapak dari 
yang menyewa, azan, qomat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil 
upah dari pekerjaan tersebut karena Rasulullah SAW bersabda: 
َِِوباْوُلُكَْأَنلَوََنَاْرُقلااوُءَر ْقِأ 
“Bacalah olehmu Al-Qur‟an dan jangan kamu (cari) makan dengan 
jalan yang itu”. 
اًرْجَاَِناَذلاَْنِمْذُخَْأتَلََفًَان ذَؤُمََتْذَخ تاَِنِإَو 
 “Jika kamu mengangkat seseorang jadi mu‟adzin, maka janganlah 
kamu pungut dari azan itu satu upah”. 
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Perbuatan seperti azan, qomat, shalat, puasa, haiji, membaca Al-
Quran, dan zikir tergolong perbuatan untuk taqarrub kepada Allah karenanya 
tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah. 
Hal yang sering terjadi di beberapa daerah di Negara Indonesia, 
apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka orang-orang yang 
ditinggal mati (keluarga) memerintah kepada para santri atau yang lainnya 
yang pandai membaca Al-Qur’an di rumah atau di kuburan secara bergantian 
secara selama tiga malam bila yang meninggal belum dewasa dan ada pula bagi 
orang-orang tertentu mencapai empat puluh malam. Setelah selesai pembacaan 
Al-Qur’an pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah alakadarnya 
dari jasanya tersebut. 
Pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam karena yang 
membaca Al-Qur’an bila bertujuan untuk memperoleh harta maka tak ada 
pahalanya. Lantas apa yang dihadiahkan kepada mayit, sekalipun pembaca Al-
Qur’an niat karena Allah, maka pahala pembaca ayat Al-Qur’an untuk dirinya 
sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain, karena Allah berfirman: 
“Mereka mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan 
ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang ia kerjakan” (AL-Baqarah: 
286) 
Dijelaskan oleh Sayid Sabiq dalam kitabnya fikih sunnah, para ulama 
memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai 
perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur’an, guru-guru disekolah dan 




untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat 
mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan 
yang lainnya dan waktunya tersisa untuk  mengajarkan Al-Qur’an.46 
Menurut Mazhab Hambali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan 
azan, qomat, mengajarkan Al-Qur’an, fiqh, hadis, badal haji, dan puasa qadha 
adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah 
tersebut. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika 
termasuk pada mashalih, seperti mengajarkan Al-Qur’an, hadis dan fiqh, dan 
haram mengambil upah yang termasuk taqorrub seperti membaca Al-Qur’an, 
shalat, dan yang lainnya. 
Mazhab Maliki, Syafi’I dan Ibnu Hazm memperbolehkan mengambil 
upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur’an dan ilmu-ilmu karena ini 
termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui 
pula. 
Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan 
mengajar Al-Qur’an dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun 
sekaligus karena nash yang melarang tidak ada. 
Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawah Al-
Qur’an dan mengajarkan bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat 
atau ibadah.Sementara Malik berpendapat boleh mengambil imbalan dari 
pembacaan dan pengajaran Al-Qur’an, azan, dan badal haji.Imam Syafi’I 
berpendapat, bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, 
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sastra, fikih, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, 
dan membangun madrasah adalah boleh.Iman Abu Hanifah berpendapat, 
bahwa pengambilan upah dari menggali kuburan dan membawa jenazah adalah 
boleh, namun pengambilan upah memandikan mayat tidak boleh. 
Aplikasinya dimasyarakat sekarang ini, bahwa upah dalam pekerjaan 
ibadah tidak dapat dielakkan lagi, karekteristik kehidupan manusia pada zaman 




J. Upah Menurut Islam 
Penentuan upah dalam islam adalah berdasarkan jasa kerja atau 
kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Islam  menawarkan suatu 
penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan 
dua belah pihak, yakni pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal 
yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan prinsip keadilan, kelayakan 
dan kebajikan. 
1. Makna Adil Dalam Pengupahan 
Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil 
yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga 
penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat 
jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan 
pribadi. Contoh sederhana sikap adil adalah menyesuaikan harga dengan 
biaya produksi (tidak terlalu tunggi dan tidak terlalu rendah), menyesuaikan 
upah dengan jenis pekerjaan.
48
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Organisasi yang menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan 
mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa, 
kosep adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertakwa.
49
 
Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi: 
َِطْسِقْلِابََءاَدَهُشَِو ِللََنيِما و َقَاُونوَُك اوُنَمآََنيِذ لاَاَه  َيأََاي  ٍََۚمْو َقَُنآَنَشَْمُك نَِمرْجَيََلَو
َاُولِدْع َتَ  لَأَ  ىَلَع  ََۚ  ىَوْق  تِللَُبَر ْقَأََوُىَاُولِدْعا  َََۚو للاَاوُق  تاَو  ََۚاَمِبٌَريِبَخََو للاَ نِإ
ََنوُلَمْع َت 
Artinya: “hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 
saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah 





Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang 
berbunyi: 
:َم لَسَوَِوْيَلَعَُللهاَى لَصَِللهاَُلْوُسَرََلاَقَ:َلاَقَاَمُه ْ نَعَُللهاََيِضَرََرَمُعَِنْباَِنَع 
ََُهَرْجَأَُر ْ يِجَلاَاُْوطْعُأ َق)وجامَنباَهاور(َُوُقَرَعََفِج يَْنَأََلْب  
"Dan Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW. Telah 
bersabda: berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya 
kering”. (Riwayat Ibnu Majah).51 
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Ayat di atas menegaskan bahwa prinsip utama keadilan terlatak pada 
kejelasan akad (transaksi dan komitmen melakukannya).Akad dalam 
perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. 
Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah 
yang akan diterima oleh pekerja. 
Dalam menjelaskan hadis itu, Syaikh Yusuf Qardhawi menjelaskan 
sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah 
menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan 
kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka, 
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang 
haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau 
sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu 
diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi 
dengan kewajiban. Selama ini ia mendapatkan upah secara penuh, maka 
kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara 
detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan 
kewajiban kedua belah pihak.
52
 
Disamping itu adil dapat bermakna proporsional, hal ini sebagaimana 
tersirat dalam ayat berikut yang menegaskan bahwa pekerjaan seseorang 
akan dibalas menurut berat ringan pekerjaannya, karena Islam sangat 
menghargai keadilan dan pengalaman. 
  
                                                             
52




 Allah SWT berfirman sebagai berikut: 
َاوُلِمَعَا مِمٌَتاََجرَدٍَّلُكِلَو  َََۚنوُمَلْظُيََلَْمُىَوَْمُهَلاَمْعَأَْمُه َي  فَو ُِيلَو  
Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 
telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka 
(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada 
dirugikan”. (Q.S Al-Ahqaf ayat 19) 
Ayat di atas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas 
menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa 
bayaran yang sama akan diberikan pada pekerja yang sama. Tidak ada 
pekerjaan yang tidak dibayar. 
Seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil 
kepada pekerjanya. Sejumlah majikan mungkin mengambil keuntungan dari 
para pekerjanya dan membayar rendah kepada mereka.Karena tuntutan 
kebutuhan mereka untuk mendapat penghasilan. Islam menantang praktek 
eksploitasi semacam ini. Jika tingkat upah terlalu rendah, para pekerja 
mungkin tidak termotivasi untuk berusaha secara maksimal.Sama halnya, 
jika tingkat upah terlalu tinggi, majikan mungkin mendapat keuntungan dan 
tidak dapat menjalankan perusahaannya. Dalam Islam, upah harus 
direncanakan dengan cara yang adil baik para pekerja maupun majikan.
53
 
2. Makna Layak Dalam Pengupahan 
Islam menawarkan solusi yang sangat tepat, baik mengenai masalah 
upah maupun masalah perlindungan kepentingan-kepentingan pekerja 
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maupun majikan. Para buruh harus mendapatkan upah yang layak tanpa 
melanggar haknya. Layak bermakna cukup pangan,sandang,dan papan, serta 
layak bermakna sesuai dengan pasaran. Majikan tidak diperbolehkan 
berlaku sewenang-wenang terhadap pekerja dengan menghilangkan bagian 
hak pekerjanya yang sah. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling 
layak tanpa tekanan yang tidak pantas dari pihak manapun. Masing-masing 
pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap 
dzalim terhadap yang lain. 
Dalam uraian upah menurut konsep Islam di atas, maka dapat 
dijelaskan bagaim,ana konsep upah dalam islam . upah dalam, konsep 
syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan akhirat. Untuk 
menerapkan konsep upah dalam dimensi duni, maka konsep moral 
merupakan hal yang sangat penting. Jika moral diabaikan, dimensi moral 
tidak akan tercapai. Oleh kareana itulah konsep moral diletakkan paling 
luar  karna konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi 
dunia  agar upah dimensi akhirat dapat tercapai.  
Dimensi upah dunia dicirikan oleh dua hal, yaitu adil dan layak. 
Adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan dan 
proporsional.  Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus 
mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan sertta tidak jauh berada 
dibawah pasaran. Aturan managemen upah ini perlu didudukan pada 
posisinya, agar memudahkan kaum muslimin atau pengusaha muslim 





3. Makna Kebajikan Dalam Pengupahan 
Sedangkan kebajikan berarti menuntut jasa yang diberikan 
mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. 
Dalam perjanjian kedua beah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan 
adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak menjadi tindakan aniaya 
yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh.Penganiayaan terhadap 
buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah 
dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh.Sedangkan yang 
dimaksud penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka dipaksa buruh 
untuk membayar upah buruh melebihi dari kemampuan mereka. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk 
mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan 
kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan 
perjanjian yang disepakati (akad).Mereka bebas bergerak untuk mencari 
penghidupan dibagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan 
sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah ke daerah lain di 
Negara tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi.  
Metode kedua yang dianjurkan Islam dalam menentukan standar upah 
di seluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam 
bekerja.Tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis upah 
buruh panen padi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal 
Ditinjau Menurut Ekonomi Islam maka dapat diambil kesimpulan: 
1. Sistem pengupahan yang terjadi di Desa Roburan Lombang Kabupaten 
Mandailing Natal adalah Sistem Upah berdasarkan Hasil apabila buruh 
mendapatkan 10 kaleng padi maka setiap buruh mendapatkan 1 kaleng padi 
dan pemilik lahan mendapatkan 9 kaleng padi. Sedangkan upah harian 
buruh panen padi sebesar Rp 50.000. 
2. Menurut tinjauan ekonomi Islam upah buruh panen padi di Desa Roburan 
Lombang Kabupaten Mandailing Natal sebagian sudah sesuai dengan 
ekonomi Islam yaitu dalam kebajikan dalam pengupahan. Sementara dalam 
keadilan dan kelayakan dalam pengupahan buruh panen padi belum sesuai 
dengan konsep Ekonomi Islam. 
 
B. Saran 
Setelah penulis berusaha memaparkan pelaksanaan prosedur perjanjian 
kerjasama antara pemilik lahan dengan buruh panen padi yang terjadi di Desa 
Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal, maka penulis ingin 




1. Kepada pemilik lahan hendaknya memperhatikan lagi hak-hak buruh panen 
padi, untuk itu diharapkan kepada pihak pemilik lahan dalam pemberian 
upah hendaklah tepat pada waktunya dan upah yang diberikan tersebut juga 
sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh buruh panen padi, serta 
memberikan manfaat antara kedua belah pihak. 
2. Kepada pihak pemilik lahan dan buruh panen padi dalam melaksanakan 
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DAFTAR ANGKET  
ANALISIS UPAH BURUH PANEN PADI DI DESA ROBURAN 
LOMBANG KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU 
MENURUT EKONOMI ISLAM 
A. Petunjuk Pengisian Angket 
1. Angket ini hanya unutk penelitian saja, jawaban yang bapak/ibu berikan 
tidak akan berpengaruh terhadap pekerjaan yang ibu/bapak lakukan.  
2. Berikan tanda ( X ) atau silang pada pilihan A,B yang sesuai dengan 
keinginan bapak/ibu. 
3. Terima kasih kepada bapak/ibu telah bekerja sama, semoga Allah 
membalas kebaikan bapak/ibu. Amin 
B. Data Responden 
Nama  :  
Umur   :  
Jenis Kelamin : 
Pendidikan  : 
C. Angket  
1. Apakah ada perjanjian pembayaran upah sebelum panen padi? 
a. Ada 
b. Tidak ada 
2. Kapan pemilik lahan memberikan upah buruh panen padi? 
a. Setelah panen selesai 
b. Setelah pemilik menjual hasil panen 
  
3. Bagimana sistem upah buruh panen padi yang diterima? 
a. Perhari 
b. Berdasarkan hasil panen yang didapatkan 
4. Berapa kaleng upah yang didapatkan buruh panen padi pada masa 
panen padi? 
a. 10 kaleng  c.  8 kaleng 
b. 9 kaleng  d.  7 kaleng 
5. Berapa lama Bapak/Ibu  bekerja pada masa penen padi? 
a. 10 hari   c.  8 hari 
b. 9 hari   d.  7 hari 
6. Bagaimana ketepatan waktu pembayaran upah buruh panen padi  yang 
ditetapkan di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal? 
a. Tepat waktu  
b. Tidak tepat waktu 
7. Apakah pemilik lahan pernah menaikkan jumlah upah untuk buruh 
panen padi? 
a. Pernah 
b. Tidak pernah 
8. Apakah pernah terjadi pemotongan upah oleh pemilik lahan? 
a. Pernah 
b. Tidak pernah 
 
  
9. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai jasa yang diberikan dengan 
upah yang didapatkan? 
a. Sesuai 
b. Tidak sesuai 
10. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang jumlah upah yang diterima di 
Desa Roburan Lombang? 
a. Mencukupi 






A. Pemilik Lahan 
1. Bagaimana sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Roburan 
Lombang? 
2. Kapan pembayaran upah panen padi? 
3. Apakah ada batas waktu dalam penen padi? 
B. Buruh Panen Padi 
1. Apakah upah yang diberikan tepat waktu? 
2. Apakah menurut Bapak/Ibu jasa yang diberikan sesuai dengan upah 
yang didapatkan? 
3. Apakah upah yang Bapak/Ibu terima mencukupi untuk kebutuhan 
hidup  sehari-hari? 
4. Apakah Bapak/Ibu merasa puas dengan upah yang diberikan oleh 
pemilik lahan? 
5. Apakah ada batas waktu dalam panen padi? 
6. Apakah pemilik lahan pernah menaikkan upah? 












Dokumentasi Saat Panen Padi 
  
 









Wawancara dengan Bapak Amsar (Buruh Panen Padi) 
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